BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

a. bahwa dalam rangka mengatasi ketidaksesuaian pengaturan

Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara
komprehensif dan penerapannya berdasarkan hasil temuan
sementara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK-RI) Provinsi Jawa Timur pada audit pendahuluan periode

bulan Maret 2016;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009
Nomor 29);

Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang;

Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang.

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM

AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2014

Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang, diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Lampiran, BAB IV tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD,

huruf G tentang Akuntansi Aset SKPD, angka 3 Persediaan, diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :



3. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasinal SKPD dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang dibeli dengan maksud akan digunakan selama satu

periode akuntansi atau untuk maksud berjaga-jaga :

1.

Pengakuan beban menggunakan pendekatan aset, dimana beban
persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi;
Dicatat menggunakan methode perpetual, yaitu pencatatan
persediaan  dilakukan setiap kali terjadi transaksi yang
mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian);

Dinilai dengan methode Fifo (Fisrt In First Out) atau masuk pertama
keluar pertama;

Contoh persediaan yang dibeli dengan maksud akan digunakan
selama satu periode akuntansi atau untuk maksud berjaga-jaga
adalah pengadaan obat-obatan/ alat medis/alat kedokteran/alat
kontrasepsi di Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana,
pengadaan komponen penerangan jalan umum, blangko akte
kependudukan dan persediaan lainnya. Termasuk ke dalam jenis
persediaan ini adalah persediaan yang nilainya sangat material dan
tidak bermacam-macam jenis, seperti persediaan barang yang akan

diserahkan/dihibahkan kepada Pihak Ketiga dan masyarakat.

Persediaan yang dibeli dengan maksud akan segera digunakan :

1.

Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan beban, dimana

setiap pembelian akan langsung dicatat sebagai persediaan;

2. Dicatat menggunakan methode periodik, yaitu pencatatan persediaan

dilakukan pada akhir periode dengan melakukan penghitungan fisik
(stock opname). Hasil inventarisasi fisik yang diperoleh dari saldo
awal ditambah pembelian dikurangi jumlah yang terpakai;

Dinilai dengan methode harga pembelian terakhir;

Contoh persediaan yang dibeli untuk segera digunakan adalah

pembelian ATK untuk suatu kegiatan.
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Pasal II
(1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
(2) Laporan Keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan Tahun Anggaran
2015 yang telah disusun dengan menggunakan Peraturan Bupati Sampang
Nomor 33 Tahun 2014, agar segera menyesuaikan dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 22 April 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008




